
MENTERI LUAR NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTER! LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 10 TAHUN 2019 

TENTANG 

TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI DIPLOMATIK 

Menirnbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa untuk pengernbangan karir dan profesionalisrne 

Pegawa i Negeri Sipil dalarn rnelaksanakan tugas di bidang 

peng clolaan inforrnasi diplomatik dan pengolahan data 

digital diplornatik serta memenuhi kebutuhan Jabatan 

Fungsional Pranata Inforrnasi Diplornatik pada 

Kcrnentcrian Luar Negeri dan Perwakilan Republik 

Indon es ia, perlu rnengangkat Pegawai Negeri Sipil dalarn 

J a batan Fungsional Pranata Inforrnasi Diplornatik rnelalui 

Pcnycsuaian; 

b. bahwa scsuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (6) Peraturan 

Menteri Penda yag unaan Aparatur Negara dan Reforrnasi 
I 

Birokrasi Nornor 14 Tahun 2018 tentang Jabatan 

Fungsional Pranata Inforrnasi Diplomatik, Kernenterian 

Luar Negeri selaku Inst ans i Pembina Jabatan Fungsional 

Pranata Inforrnasi Diplornatik, perlu menyusun tata cara 

Pcnycsuaian Pegawai Negeri Sipil dalarn Jabatan 

Fungsional Pranata Inforrnasi Diplornatik; 

c. bahwa ber dasark an pertirnbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan 
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Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Penyesuaian 

Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pranata 

Informasi Diplomatik; 

1. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajcmen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 20 17 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesi a Nomor 6037); 

3. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lu ar Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 20 15 Nomor 100); 

4. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang 

Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; 

5. Pcraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2018 tentang 

Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 20 18 Nomor 337); 

7. Pcraturan Mcnteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan 

Fungsional Pranata Informasi Diplomatik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 171); 

8. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 

SK.06/A/OT/VI/2004/1 Tahun 2004 tenta ng Organisasi 

dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar 

Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Pcraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 

2015 tcntang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri 

Luar Negeri Nomor SK.06/ A/OT/VI/2004/1 Tahun 2004 

tentang Organisasi dan Tat a Kerja Perwakilan Republik 
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Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1265); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA 

PENYESUAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN 

FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI DIPLOMATIK. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Pcraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tcrtcntu, diangkat scbagai pegawai Aparatur Sipil Negara 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

2. Pcjabat yang Bcrwenang adalah pejabat yang mempunyai 

kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil 

Negara scsuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. 

3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang 

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil 

Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara 

di instansi pcmerintah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang -undangan . 

4. Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang 

selanjutnya disingkat JF PID adalah jabatan yang 

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan 

wewenang untuk mengelola informasi diplomatik, 

mengolah data digital diplomatik serta monitoring dan 

evaluasi pcngelolaan informasi diplomatik di Kementerian 
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Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk 

mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler. 

5. Pejabat Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang 

selanjutnya disebut PID ada lah PNS yang diberikan tugas, 

tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola 

informasi diplomatik, mengolah data digital diplomatik 

serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi 

diplomatik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan 

Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan 

diplomatik dan konsuler . 

6. Data Digital Diplomatik adalah data yang bersifat 

tcrstruktur dan tidak terstruktur yang akan diolah untuk 

mcnghasilkan informasi diplomatik. 

7. Informasi Diplomatik a dal ah informasi digital yang 

dihasilkan dari proses identifikasi, pengolahan, dan 

analisis data untuk mendukung kegiatan diplomasi 

Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik 

Indonesia. 

8. Pen ye suai a n/ lnpassing yang selanjutnya disebut 

Penyesuaian adalah proses pengangkatan PNS dalam 

jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi 

scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dalam jangka waktu tertentu. 

9 . Perwakilan Republik Indon esia yang selanjutnya disebut 

Pcrwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan 

konsuler Repub lik Indonesia yang secara resmi mewakili 

dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan 

pcmerint ah Republik Indonesia secara keseluruhan di 

ncgara penerima atau pada Organisasi Internasional. 

10. Unit Organisasi adalah komponen organisasi di 

lingkung an Kementerian Luar Negeri yang dipimpin oleh 

pejabat pimpinan tinggi mad ya . 

11. Unit Kerja adalah bagian dari Unit Organisasi yang 

dipimpin olch pcjabat pimpinan tinggi pratama. 

12. Kepala Perwakilan Republik Indonesia ya ng se lanju tnya 

di seb ut Kepala Perwakilan ada lah Duta Besar Luar Biasa 
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dan Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik Indonesia, 

Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, Konsul 

Jenderal, Konsul, dan Pejabat Sementara (acting) Kepala 

Perwakilan Konsuler yang masing-masing memimpin 

Pcrwakilan di Negara Penerima atau wilayah kerja atau 

Organisasi Internasional. 

13. Instansi Pembina Jabatan Fungsiona l Pranata Informasi 

Diplomatik yang se lanjutny a dis ebut Instansi Pembina 

adalah Kernen terian Luar N egeri. 

14. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan 

dan/ atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus 

dicapai oleh PID untuk pembinaan karier yang 

bcrsangku Lan. 

15. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disebut PAK 

adalah penetapanjumlah Angka Kredit terhadap kegiatan­

kegiatan yang dilaksanakan PID dan ditandatangani 

Pcjabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dengan 

format sesuai ketentuan per aturan perundang-undangan. 

16. Menleri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik 

luar ncgeri . 

BAB II 

PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL 

PRANATA INF ORMASI DIPLOMATIK 

Pasal 2 

(1) Untuk memenuhi kebutuhan JF PID, Pejabat Pembina 

Kepegawaian dapat melakukan pengangkatan JF PID 

melalui Penyesuaian. 

(2) Penyesuaian dalam JF PID sebagaimana dimaksud pada 

ayat {l) dilaksanakan berdasarkan penetapan kebutuhan 

JF PIO scsuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. 
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Pasal 3 

Pcngangk atan PNS dalam JF PID melalui Penyesuaian 

ditujuk an bagi: 

a. pejabat pimpinan tinggi, administrator, pengawas dan 

pelaksana yang m emi liki pengalaman di bidang 

pcngelolaan informasi diplomatik dan pengolahan data 

digital diplomatik; dan 

b. pejabat fungsiona l di luar JF PID yang memiliki 

pengalaman di bidang pengelo laan informasi diplomatik 

dan pengolahan data digital d iplomatik 

Pasal 4 

(1) Pejabat yang berwe nang mengangkat PNS dalam JF PID 

mcrupakan Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat mende legasikan wewenang kepada 

pcjabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan 

tinggi pralama untuk menetapkan pengangkatan dalam 

jab atan PID Ahli Pertama dan PID Ahli Muda. 

BAB III 

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN 

Pasal5 

Pengangkatan dalam JF PID melalui Penyesuaian harus 

memcnuhi persyaratan: 

a. bcrstatus PNS; 

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 

c. sehat jasmani dan rohani; 

d. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) atau D-4 

(Diploma Empat); 

e. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 

f. mcngikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan sandiman 

dan/ atau petugas komunikasi; 
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g. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi 

Man aje rial, dan Komp etensi Sosial Kultural sesuai dengan 

standar kompetensi ya ng telah ditetapkan Instansi 

Pembina; 

h. mcmiliki pengalaman di bidang pengelolaan informasi 

diplomatik dan pengolahan data digital diplomatik paling 

singkat 2 (dua) tahun secara kumulatif; 

1. nilai prcstasi kerja paling sedik it bern ilai baik dalam 2 

(du a) tahun terakhir; 

J. mend apatkan persetujuan dari atasan langsung setingkat 

pejab at pimpinan tinggi pratama; dan 

k. tidak sedang dalam proses atau dijatuhi hukuman disiplin 

tingkat bcrat pada masa Penyesuaian. 

Pasal 6 

(1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana 

dim aksu d da lam Pasal 5 dapat mengajukan permohonan 

pengangkatan dalam JF PID melalui Penyesuaian. 

(2) Permohon an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diajukan secara tertulis kepada atasan langsung 

sctingkat: 

a . pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian pada Unit Organisasi; 

b. pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkun gan 

Sckretariat Jenderal; atau 

c. Kepala Perwakilan. 

(3) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Pemohon sebagaimana 

dimaksud pada ayai. (1) harus melampirkan berkas 

yang terdiri atas: 

a. salinan ija za h pendidikan terakhir; 

b . salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir; 

c. salinan sertifikat pendidikan dan pelatihan sandiman 

dan/ a tau petugas komunikasi; 

d. surat ket erangan yang menyatakan bahwa PNS 

memiliki pengalaman melakukan kegiatan di bidang 



- 8 -

pengelolaan informasi diplomatik dan pengolahan 

data digital diplomatik paling singkat 2 (dua) tahun 

dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang 

membidangi tcknologi informasi dan komunikasi; 

c. salinan Penilaian Prestasi Kerja dalam 2 (dua) tahun 

terakhir; 

f. surat pernyataan bersedia diangkat dalam JF PID; 

dan 

g. surat keterangan dari atasan langsung setingkat 

pejabat pimpinan tinggi pratama atau lebih tinggi 

pada Unit Kerja atau Kepala Perwakilan, yang 

menyatakan bahwa PNS tersebut: 

1. tidak sedang dalam proses atau dijatuhi 

hukuman disiplin tingkat berat; 

2. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 

(enam) bulan; dan 

3. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan 

negara. 

(4) Format permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 7 

(1) Pejabat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 

mcnyampaikan surat permohonan dan berkas 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 6 ayat (3) 

kcpada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

pembinaan jabatan fungsional. 

(2) Pcjabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

pcmbinaan jabatan fungsional melakukan verifikasi 

terhadap kelengkapan dan kesesuaian berkas yang 

dilampirkan dengan daftar kelengkapan berkas 

se bagaimana tercan tum dalam Lam piran III yang 

mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 
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Pasal 8 

Bentuk dan format surat keterangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dan huruf g serta surat 

pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) 

huruf f tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, dan 

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini . 

Pasal 9 

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 

dilaksanakan terhitung sejak permohonan dan dokumen 

diterima secara lengkap. 

(2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) dinyatakan lengkap, benar, dan sah, pejabat 

pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan 

jabatan fungsional menyelenggarakan uji kompetensi 

sesuai dengan jenjang jabatan. 

BAB IV 

UJI KOMPETENSI 

Pasal 10 

(1) PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam JF PID melalui 

Pcnyesuaian harus mengikuti dan lulus uji kompet ens i. 

(2) Untuk dapat mcngikuti uji kompetensi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), PNS yang diusulkan untuk 

diangkat dalam JF PID melalui Penyesuaian harus 

dinyatakan lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (2). 

Pasal 11 

(1) Dalam penyelenggaraan uji kompetensi sebagaimana 

dim aks ud dalam Pasal 9 ayat (2), pejabat pimpinan tinggi 

pratama yang m embidangi pembinaan jabatan fungsional 

membentuk tim uji kompetensi. 
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(2) Tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. 

(3) Susunan keanggotaan dan tugas tim uji kompetensi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 

Lampiran I yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Pcraturan Menteri ini. 

Pasal 12 

(1) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

ayat ( l) dilakukan melalui: 

a. penilaian portofolio untuk PID Ahli Pertama dan PID 

Ahli Muda; atau 

b. penilaian portofolio dan wawancara untuk PID Ahli 

Madya. 

Tata cara dan lembar penilaian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam 

Lampiran I, Lampiran VII, dan Lampiran VIII yang 

meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Men teri ini. 

Pasal 13 

(1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 

( l) huruf b dilakukan oleh tim panelis yang berasal dari 

tim uji kompetensi. 

(2) Tim panelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 

sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang dengan susunan 

kcanggotaan sebagai berikut: 

a . 1 (satu) orang pejabat administrator atau leb ih tinggi 

pada Unit Kerja pimpinan tinggi pratama di bidang 

pembinaan jabatan fungsional; dan 

b. 2 (dua) orang pejabat administrator atau lebih tinggi 

pada Unit Kerja pimpinan tinggi pratama di bidang 

teknologi informasi dan komunikasi. 



- 11 -

Pasal 14 

(1) Hasil uji kompetensi ditetapkan paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari kerja terhitung sejak pelaksanaan uji 

kompetensi. 

(2) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang 

membidangi pembinaan jabatan fungsional kepada 

pcscrta uji kompetensi melalui Unit Kerja atau Perwakilan 

dengan menerbitkan surat keterangan hasil uji 

kompetensi yang menyatakan peserta uji kompetensi 

kompeten atau belum kompeten. 

(3) Surat kctcrangan basil uji kompetensi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun 

terhitung sejak surat keterangan diterbitkan. 

Pasal 15 

Ketetuan mengenai tata cara pelaksanaan uji kompetensi 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

BABV 

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN 

Bagian Kesatu 

Pengangkatan 

Pasal 16 

(1) Peserta uji komp etensi yang dinyatakan kompeten 

diusulkan untuk diangkat d alam JF PID melalui 

Penyesuaian. 

(2) Usulan pcng angkatan dalam JF PID sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pejabat 

p1mpman tinggi prata ma yang membidangi pembinaan 

j abatan fungsional kepada Pej a bat Pembina Kepegawaian 

d engan melampirkan surat rekomendasi dan PAK untuk 

pengangkatan PNS dalam JF PID melalui Penyesuaian. 
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(3) Format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(4) Angka Kredit untuk pengangkatan PNS dalam JF PID 

mela lui Penycsuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum da lam Lampiran X yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . 

Pasal 17 

(1) Bcrdasarkan usulan pengangkatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pejabat Pembina 

Kcpegawaian atau Pejabat yang Berwenang, menerbitkan 

surat kcputusan pengangkatan JF PID melalui 

Penyesuaian. 

(2) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disampaikan kepada peserta uji kompetensi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) melalui 

pimpinan Unit Kerja atau Kepala Perwakilan . 

Bagian Kedua 

Pelantikan 

Pasal 18 

(1) Sctiap PNS yang diangkat dalam JF PID melalui 

Pcnyesuaian wajib dilantik dan diambil sumpah/janji 

menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang 

Maha Esa . 

(2) Pelantikan dan pengamb ilan sumpah/janji sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai keten tuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 19 

lnstansi Pembina JF PIO menyampaikan hasil pelaksanaan 

Peny esua ian dan salinan surat keputusan pengangkatan PNS 

ke dalam JF PID melalui Penyesuai a n kepada Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refo rmas i Birokrasi clan 
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tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Peraturan Menteri 1m mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang rnengetah uinya , rnernerin tahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penernpa tannya 

dalarn Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 14 Juni 2019 

MENTERI LUAR NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

RETNO L.P. MARSUDI 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 21 Juni 2019 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA , 

ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 670 

Salinan sesuai dengan a slinya 
Kementerian Luar Nege ri 

Kepal a Biro Huk u m d an Administrasi Kemen te rian dan Perwakilan 

-~-n--~~ 

Ok to Dorinus Manik 
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LAMPIRAN I 

PERATURAN MENTER! LUAR NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 10 TAHUN 2019 

TENTANG 

TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DALAM JABATAN 

FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI 

DIPLOMATIK 

TATA CARA UJI KOMPETENSI 

A. Pengertian Uji Kompetensi 

Uji kompetensi adalah proses penilaian terhadap pengetahuan, keahlian 

dan perilaku yang diperlukan dalam pelakasanaan fungsi dan tugas JF 

PID sesuai dengan kualifikasi dan jenjang jabatan. 

B. Peserta uji kompetcnsi adalah pemohon yang telah dinyatakan lulus 

verifikasi dokumen persyaratan. 

C . Tim Uji Kompetensi 

Dalam melaksanakan Penyesuaian JF PID, dibentuk tim uji kompetensi 

terdiri dari: 

1) Seorang Ketua mcrangkap anggota yang dijabat oleh Pimpinan Tinggi 

Pratama di bidang teknologi informasi dan komunikasi; 

2) Seorang Sekretaris merangkap anggota yang berasal dari unsur yang 

membidangi pembinaan jabatan fungsional; dan 

3) Paling ban yak 9 (scmbilan) orang anggota yang terdiri dari perwakilan 

dari Unit Kerja yang membidangi kepegawaian, pembinaan jabatan 

fungsional dan tcknologi informasi dan komunikasi. 

D. Togas Tim Uji Kompetensi 

1) Merekapitulasi data peserta Pcnyesuaian JF PID yang memenuhi 

syarat untuk mengikuti tahap uji kompetensi; 

2) Melakukan uji dan penilaian kompetensi peserta Penyesuaian JF PID; 
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dan 

3) Menyampaikan laporan hasil uji kompetensi kepada Pejabat Pimpinan 

Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional untuk 

menerbitkan surat rekomendasi dan menetapkan angka kredit untuk 

pengangkatan kc dalam JF PID. 

E. Materi wawancara uji kompetensi meliputi unsur: 

1) pengetahuan; 

2) keahlian; dan 

3) perilaku. 

F. Waktu/Tempat Pclaksanaan Uji Kompetensi 

1) Waktu pelaksanaan uji kompetensi dimulai pada saat Peraturan 

Menteri ini ditetapkan sampai dengan batas waktu yang diatur dalam 

peraturan perundang -undangan. 

2) Uji kompetensi dilaksanakan di Kantor Pusat Kementerian Luar Negeri 

dan/ atau Perwakilan, dengan waktu yang akan ditentukan oleh Pusat 

Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Luar Negeri. 

3) Proses wawancara bagi calon PID Madya yang sedang bertugas di 

Perwakilan dapat dilakukan melalui video conference. 

G. Penilaian 

Penilaian uji kompetensi dilakukan sebagai berikut: 

1) Penilaian Portofolio dinilai berdasarkan kelengkapan dokumen yang 

di persyara tkan; 

2) Penilaian wawancara dilaksanakan dengan sistem nilai sebagai 

berikut: 



Nilai 

90-100 

80-89 

70-79 

<70 
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Tabel Hasil Uji Kompetensi 

Kualifikasi 

Sangat Memuaskan 

Memuaskan 

Cukup Memuaskan 

Kurang Memuaskan 

Hasil 

Kompeten 

Belum Kompeten 

MENTER ! LUAR NEGERI 

REPUBLIK INDONES IA, 

ttd. 

RETNO L.P. MARSUDI 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN MENTER! LUAR NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 10 TAHUN 2019 

TENTANG 

TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DALAM JABATAN 

FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI 

DIPLOMATIK 

CONTOH SURAT PERMOHONAN MENGIKUTI PENYESUAIAN 

Lampiran 

Perihal 

Kepada Yth. 

... ( ... ) Lembar 

Permohonan Pengangkatan dalam Jabatan 

Fungsional Pranata Informasi Diplomatik 

melalui Penyesuaian 

(Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di 

Lingkungan Sekretariat Jenderal/Pejabat 

Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi 

kepegawaian di Unit Organisasi/Kepala 

Perwakilan) 

Di Tempat 

Dengan hormat, 

Merujuk perihal pada pokok nota, dengan hormat disampaikan sehubungan dengan telah 

ditetapkannya Peraturan Mentcri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 14 Tahun 2018 ten tang ,Jabalan Fungsional Pranata lnformasi Diplomatik dan peraturan 

terkait tentang petunjuk pelaksanaan dan teknis pembinaan Jabatan Fungsional Pranata 

Informasi Diplomatik, saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 

NIP 

Pangkat/ Gol.Ruang/T.M.T 

Unit Kerja 
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meng ajuk an permo hon an kcpada Bapak/Ibu unt uk dap at diu su lkan mengikuti p roses 

pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik melalui Penyesuaian. 

Bersama surat permo honan ini saya lampirkan be rka s sebagai berikut: 

1. salinan ijazah pendidikan terakhir. 

2. salinan kep utusan kenaikan pangkat terakhir. 

3. salinan sertifikat pendidikan dan pe latihan sandirnan dan/ atau petugas komu ni kasi. 

4. surat keterangan yang rnenyatakan ba hwa PNS rnerniliki pengalarnan melakukan kegiatan 

di bidang pengelolaan informasi diplomatik dan peng olahan data digital diplornatik paling 

singkat 2 (dua) tahun dari pejabat pimpinan tingg i pr ata ma yang mem bidan gi teknologi 

informasi dan komunikasi. 

5. salinan Penilaia n Prcstasi Kcrja dalarn 2 (dua) tahun terakhir. 

6. surat pernyataan bcrscdia diangkat dalam JF PID. 

7. surat keterangan dari atasan yang se tin gkat atau lebih tinggi dari pej abat pimpinan tinggi 

pratama di Un it Kerja yang bcrsangkutan atau Kepala Perwakilan yang rnenyatakan tidak 

sedang menjalani/ dijatuhi hukuman di siplin tingkat berat, tidak sedang rnenjalani tugas 

belajar lebih dari 6 (enarn) bulan dan tidak sedang rnenjalani cuti di luar ta ngg unga n ne gara. 

Demikian surat per mohonan in i disarnpaikan, atas perhatian dan bantu an Bap ak/ Ibu saya 

ucapkan terima kasih. 

(Nama Kota), (Tanggal/Bulan/Tahun ) 

(Narna) 

NIP ....... ........... ............... . 

MENTER! LUAR NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

RETNO L.P. MARSUDI 
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LAMPIRAN III 

PERATURAN MENTER! LUAR NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 10 TAHUN 2019 

TENTANG 

TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DALAM JABATAN 

FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI 

DIPLOMATIK 

CONTOH DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS PERSYARATAN PENGANGKATAN DALAM 

JABATAN FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI DIPLOMATIK MELALUI PENYESUAIAN 

✓/X 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

Dokumen yang Waj ib Dilampirkan 

Surat perrnohonan pc nga ngkata n dalam Jabatan Fungsional Pranata lnformasi 

Diplomatik melalui Penycsuaian kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di 

lingkungan Sekrctariat Jcnderal atau Kepala Perwakilan 

Salinan ijazah pendidik an tcrakhi r 
·-··--- ---- ·--····· ·-- -· - --· --- ---------

Salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir 
----· ·---··----

Salinan sertifikat pendidikan dan pelatihan sandiman dan/atau petugas komunikasi 

Surat keterangan yang mcnyatakan bahwa PNS memiliki pengalaman melakukan 

kegiatan di bidang pengelolaan informasi diplomatik dan pengolahan data digital 

diplomatik pa ling singkai 2 (dua) tahun dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang 

membidangi teknolo gi informasi dan komunikasi 

Salinan Penilaia n Prcstasi Kerja selama 2 (dua) tahun terakh ir 
------· - ------ . ---- ----- -- -

Surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jab atan Fungsional Pranat a Informasi 

Diplomatik 

Surat keterang an dari atasan yang setingkat atau lebih tinggi dari pejabat pimpinan 

tinggi pra tama di Unit Kerja yang bersangkutan atau Kepala Perwakilan , ya ng 

menyatakan bahwa PNS tersebut: 

1) 
2) 

3) 

tidak sedang dalam proses atau dijatuhi hukuman dis iplin tingkat berat; 

tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan 

tidak scdang mcnjalani cuti di luar tanggungan negara 
---

MENTER! LUAR NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

RETNO L.P. MARSUDI 
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LAMPIRAN IV 

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 10 TAHUN 2019 

TENTANG 

TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DALAM JABATAN 

FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI 

DIPLOMATIK 

CONTOH SURAT KETERANGAN DARI PEJABAT PIMPINAN TINGGI 

PRATAMA/KEPALA PERWAKILAN YANG MENYATAKAN BAHWA PNS MEMILIKI 

PENGALAMAN MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG PENGELOLAAN 

INFORMASI DIPLOMATIK DAN PENGOLAHAN DATA DIGITAL PALING 

SINGKAT 2 (DUA) TAHUN 

KOP SURAT 

SURAT KETERANGAN REKOMENDASI ATASAN 

Nomor: 

Yang bertanda tangan di bawah ini, 

Nama 

NIP 

Unit Kerja 

Jabatan 

(paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama) 

menyatakan bahwa, 

Nama 

NIP 

Pangkat/Gol. Ruang/T.M .T 

Unit Kerja 
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telah dan masih mcnjalankan tugas penge lolaan informa22ip lomatictik dan 

pengo lahan data digit 22iplo mati ct ik paling kurang selama 2 (du a ) tahun un tuk dapat 

diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata lnformasi Diplomatik me lalui Penye suaian. 

(Nama Kota),(Tanggal/Bulan/Tahun) 

Yang m embuat rekomendasi, 

Kepala Pusat Teknologi Informas i dan 

Komunikasi Kem enterian dan 

Perwakilan 

( ..... .... ... .... .. ........ . NIP. . ........ ......... ) 

················· ·········· ······ 

MENTER! LUAR NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

RETNO L.P . MARSUD I 
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LAMPIRAN V 

PERATURAN MENTER! LUAR NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 10 TAHUN 2019 

TENTANG 

TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DALAM JABATAN 

FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI 

DIPLOMATIK 

CONTOH SURAT KETERANGAN YANG MENYATAKAN BAHWA PNS 

BERSANGKUTAN TIDAK SEDANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN BERAT, 

TIDAK SEDANG MENJALANI TUGAS BELAJAR, TIDAK SEDANG MENJALANI 

CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA 

KOP SURAT 

SURAT KETERANGAN 

Nomor: 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 

NIP 

Unit Kerja 

Pangkat/Gol.Ruang/T.M.T 

···················· ······· ············ ·············· ··········· ·· 
........................................... ................. ....... 

··············· ········· ·········· ················ ················· 

················· ························· ······ ··················· 

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa: 

Nama 

NIP 

Unit Kerja 

Pangkat/Gol.Ruang/T.M .T 

Yang bersangkutan: 

······························· ···················· ················· 

··· ················· ···· ···· ··· ··············· ········· ·········· 

··· ·················· ········ ······· ···················· ········· 

················ ········ ··· ··········· ························· ··· 

1. tidak sedang menjalani/ dij atuh i hukuman disiplin berat; 

2. tidak sedang menjalani tugas belajar ; dan 

3. t idak sedang mcnjalani cuti di luar tanggungan negar a. 
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Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

(Nama Kota), (Tanggal/Bulan/Tah un) 

Yang membuat 

keterangan, 

( ............................. . NIP ........ .... .. ) 

. ·············· ················· ····· 

MENTER! LUAR NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

RETNO L.P. MARSUDI 
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LAMPIRAN VI 

PERATURAN MENTER! LUAR NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 10 TAHUN 2019 

TENTANG 

TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DALAM JABATAN 

FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI 

DIPLOMATIK 

CONTOH SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT DALAM JABATAN 

FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI DIPLOMATIK 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini, 

Nama 

NIP ··· ················ ··· ····· ······· ············· ·········· ··· ·· ··· 
Unit Kerja . ······ ····· ········ ················· ······ ··············· ······ ·· 
Pangka t /gol. Ruang/T.M.T ······················ ··················· ·········· ·············· 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya: 

1. Bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik. 

2. Bahwa saya tidak menduduki jabatan lainnya/bersedia mengundurkan dir i dari 

jabatan fungsional lainnya. 

3. Bertanggung jawab dalam mcnjalankan penge lolaan informasi diplomatik dan 

pengolahan data digital diplomatik. 

Demikian surat pernyataan m1 saya buat untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mest inya. 
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(Nama Kota),(Tanggal/Bulan/Tahun) 

Yang membuat pemyataan, 

( ........ NIP. ·································••l 
............ . ............. 

MENTER! LUAR NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

RETNO L.P. MARSUDI 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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LAMPIRAN VII 

PERATURAN MENTER! LUAR NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 

NO MOR 10 TAHUN 2019 

TENTANG 

TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DALAM JABATAN 

FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI 

DIPLOMATIK 

CONTOH FORM PENILAIAN PORTOFOLIO JABATAN FUNGSIONAL 

PRANATA INFORMASI DIPLOMATIK 

Nama 

NIP 

Pangkat/Gol.Ruang 

Jabatan 

Umur 

Masa Kerja 

Pendidikan Terakhir 

Pengalaman Kerja 

Bidang PID 

Lampiran Administrasi: 

✓1x Dokumen yang wajib dilampirkan 

( ) Salinan Ijazah S 1 / D4 

( ) Salinan SK Kenaikan Pangkat Terakhir 

( ) Salinan Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir 

Lampiran Portofolio: 

✓1x Dokumen yang wajib dilampirkan 

( ) Salinan sertifikat kelulusan pendidikan dan pelatihan sa ndim an dan / 

atau petugas komunikasi 
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( ) Surat keterangan melakukan kegiatan di bidang pengelolaan 

informasi diplomatik dan pengolahan data digital diplomatik paling 

singkat 2 (du a) tahun dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang 

membidangi teknologi informasi dan komunikasi 
··-- - -·--- ·- -·- ·· 

( ) Surat pernyataan bersedia diangkat dalam JF PID 
-- --- · -·•- ~- · 

( ) Surat keterangan yang menyatakan tidak sedang menjalani/ dijatuhi 

hukuman disiplin tingkat berat, tidak sedang menjalani tugas belajar 

lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak sedang menjalani cuti di luar 

tanggungan negara 

Hasil Penilaian Portofolio*) 

( ) Kompeten untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata lnform as i 

Diplomatik sesuai pangkat, golongan/ ruang 

( ) Belum kompcten untuk diangkat dal am Jabatan Fun gs ional Pran ata 

lnformasi Diplomatik 

(Nama Kota), (Tangg a l/B ulan/Tahun) 

Mengeta hui, 

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional 

( ....................... . NIP ..... .. ... ....... ) 

.. . ················ .............. .... 

MENTER! LUAR NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

RETNO L.P. MARSUDI 
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LAMPIRAN VIII 

PERATURAN MENTER! LUAR NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 10 TAHUN 201 9 

TENTANG 

TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DALAM JABATAN 

FUNGSIONAL PRANATA INFORMAS I 

DIPLOMATIK 

CONTOH FORM PENILAIAN UJI WAWANCARA CALON JABATAN FUNGSIONAL 

PRANATA INFORMASI DIPLOMATIK JENJANG MADYA 

Nam.a Peserta 

NIP 

Pangkat/ Golongan 

Unit Kerja 

Jenis 
Kemampuan 

Kompetensi 

Kemampuan Kompetensi 

Kepemimpinan Manajerial 

-

Elemen 

Kompetensi 

Integritas 

Kemampuan 

untuk bekerja 

sama dalam tim 

Kemarnpuan 

un tuk 

berkomunikasi 

sec ara ef ektif 
i.- - ···- --· ----- -

Komitmen untuk 

melaksanakan 

pekerjaan dengan 

berorientasi pada 

hasil 

Level 
Nilai Catatan 

Kompetensi 

Memenuhi: 

~70 

Memenuhi: 

~70 

Memenuhi: 

~70 

Memenuhi: 

~70 

Memenuhi: 

~70 
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Kemampuan Memenuhi: 

untuk 2:70 

memberikan 

pelayanan publik 

yang prima 
- -- ··-·· 

Kemampuan Memenuhi: 

untuk 2:70 

mengembangkan 

diri sendiri dan 

orang lain 

Kemampuan Memenuhi: 

untuk mengelola 2:70 

perubahan 

Kemampuan Memenuhi: 

dalam 2:70 

pengambilan 

keputusan 
- ·--

Kemampuan Kompetensi Manajemen Memenuhi: 

Bidang Teknis Layanan 2:70 

Ketersediaan 

Infrastruktur 

Manajemen Memenuhi: 

Sistem lnformasi 2:70 

Diplomatik 

Manaj emen Memenuhi: 

Keamanan 2:70 

Informasi 

Diplom at ik 

Manajemen Tata Memenuhi: 

Kelola TIK 2:70 
--
Mana jem en Memenuhi: 

Pengolahan data 2:70 

digital diplomatik 
-· -- - ·----·--

Kompetensi Manajemen Meme nuhi: 

Spesiali s Sumber Daya 2:70 

Kemampuan Kompetensi Perekat Bangsa Memenuhi: 

Sosio-kultural Sosiokultural 2:70 

TOTAL NILAI 
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Hasil Wawancara *) 

( ) Kompeten untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Informasi 

Diplomatik sesuai pangkat, golongan/ruang 

( ) Belum kompeten untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Informasi 

Diplomatik 

(Nama Kota) , (Tanggal/Bulan/Tahun) 

Panelis / Pewawancara 

( ......................... . NIP ........... .... ) 

·················· ···· ................. 

MENTER! LUAR NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

RETNO L.P. MARSUDI 
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LAMPIRAN IX 

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 10 TAHUN 2019 

TENTANG 

TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DALAM JABATAN 

FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI 

DIPLOMATIK 

CONTOH NOTA DINAS REKOMENDASI HASIL UJI KOMPETENSI 

LOGO KEMENTERIAN LUAR NEGERI 

NOTA DINAS 

(NOMOR NOTA DINAS) 
--- -- - -- - - - ------ --- ·- ··· ----- ····· ··----- -- ------ - -- - -

Yth . (Pejabat Pembinan Kepegawaian/Pejaba t yang Berwenang) Kepada 

U.p 

Dari 

Lampiran 

Perihal 

Kepala Biro Sumber Daya Manusia 

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional 

1 (Satu) Lembar 

Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata 

Informasi Diplomatik 

Merujuk perihal pada pokok no ta, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Sehubungan dengan telah ditctapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2018 tentang 

Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik dan peraturan terkait 

tentang petunjuk p elaksanaan dan teknis p embinaan J abatan Fungsional 

Pranata Informasi Diplomatik, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional 

Kementerian Luar Negeri selaku instansi 32embina telah melaksanakan Uji 

Kompetensi untuk pen gangkat an ke dalam Jabatan Fungsional Pranata 

Informasi Diplomatik melalui Penyesuaian .,. 



- 33 -

2. Berdasarkan hal tersebut, kami sampaikan Rekomendasi Kepala Pusat 

Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Luar Negeri tentang Hasil Uji 

Kompetensi dalam rangka Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional 

Pranata Informasi Diplomatik melalui Penyesuaian. 

3. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, mohon 

Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang kiranya dapat 

menerbitkan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata 

Informasi Diplomatik scsuai dengan kebutuhanjabatan fungsional yang telah 

ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi. 

4. Apabila telah ditetapkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan 

Fungsional Pranata Informasi Diplomatik, tembusan agar disamp aikan 

kepada: 

a. Menteri Luar Ncgeri; 

b. Kepala Biro Keuangan; 

c. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional; 

d. Pejabat yang berkepentingan. 

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

(Nama Kota), (Tanggal/Bulan/Tahun) 

(Nama) 

NIP .. ..... ....... ..... ....... .... . 
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Lampiran Hasil Uji Kompetensi 

No. Nama NIP Gol. Satuan / Pendidikan 

Ruang Unit 

Kerja 

Jenjang Nilai Kompeten/ 

Jabatan Belum 

Kompeten 

Angka Kete rangan 

Kredit 

MENTERI LUAR NEGERI 

REPUBLIK INDO NESIA, 

tt d. 

RETNO L. P. MARSUDI 



NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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LAMPIRAN X 

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 10 TAHUN 2019 

TENTANG 

TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DALAM JABATAN 

FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI 

DIPLOMATIK 

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN 

JABATAN FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI DIPLOMATIK 

ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN 
GOLONGAN IJAZAH / STfB YANG 

4 
RUANG SETINGKAT < 1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 

TAHUN / LEBIH 

III/a 
S-1 (Strata -Satu) / 

100 112 125 137 148 
D-4 (Diploma -Empat) 

S- l(Strata-Satu) / 
150 162 174 186 197 

III/b D-4 (Diploma-Empat) 

S-2 (Strata -Dua) 150 163 177 188 199 

S-l(Strata-Satu)/ D-4 
200 224 247 271 294 

(Diploma-Empat) 
III/c 

S-2 (Stra ta -Dua) 200 226 249 273 296 

S-3 (St ra ta-T iga ) 200 228 251 275 298 

S-1 (Strata -Satu) / D-4 
300 322 345 368 391 

(Diploma -Em pa t ) 
III/ d 

S-2 (Strata -Du a) 300 325 347 370 393 

S-3 (Strat a -Tig a) 300 327 349 372 395 

S- 1 (Strata-Satu) / D-4 
400 434 468 502 536 

(Diplom a -Em pa t ) 
IV/a 

S-2 (Strata -Dua) 400 437 47 1 505 539 

S-3 (Strata-Tiga) 400 440 47 4 508 542 

S-l(Strata -Sa tu)/ D-4 
550 584 618 652 686 

(Diplom a-F~mpat) 
IV/b 

S-2 (Strata -Dua) 550 587 621 655 689 

S-3 (Str ata-Tiga ) 550 590 624 658 692 
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S-l(Strata -Satu)/ D-4 

7 IV /c (Diploma-Empat) s.d. 700 700 

S-3 (Strata -Tiga) 

700 700 700 

MENTER! LUAR NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

RETNO L.P. MARSUDI 


